
BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 33 TAHUN 2012 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS 

KO PS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menim bang a . bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat 
Daerah, maka dalam rangka melaksanakan tugas dan 
fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-u ndangan 
dan tugas pemerin tahan umum lainnya, pemerintah daerah 
dapat mem bentuk lembaga lain sebagai bagian dari 
perangkat daerah yang pembentukannya dengan Peraturan 
Daerah; 

Mengingat 

b. bahwa sambil men u nggu ditetapkannya Peraturan Daerah 
dimaksud, u ntuk menghindari kerancuan sesuai dengan 
petunjuk dari Sekretariat Dewan Pengurus K rps Pegawai 
Negeri Sipil Repu blik Indon esia Provinsi J awa Barat, 
keberadaan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai 
Negeri Sipil Republik Indonesia Kabu pa ten Tasikmalaya 
dibentuk dengan Peratu an Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Pera tu ran Bupati Tasikmalaya 
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil 
Republik In onesia Ka bupaten Tasikmalaya. 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (L mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang ~omor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah 
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beberapakali diubab, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tabun 2008 tentang Perubaban Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tabun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 ten tang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 20 00 Nomor 194, Tambahan Lem baran 
Negara Republik In donesia Nomor 4015), sebagaimana 
telab diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2003 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai egeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4332); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Ind onesia Nomor 4016) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tabun 2002 
tentang Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 
Tahu n 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 31, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4192) ; 

7. Peraturan Pemerin tah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangka t Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) 
sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubaban Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tabun 2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tabun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 
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Struktural (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4194); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4263); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

12. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps 
Pegawai Republik Indonesia; 

13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipi1; 

14. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang 
Pendanaan Korps Pegawai Republik Indon esia dan 
Perlindungan Bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada 
Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia; 

15. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengesahan Perubahan An ggaran Dasar Korps Pegawai 
Republik Indonesia; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2005 
tentang Pedoman o rganisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik 
Indonesia dan Kabupaten/ Kota; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten 
Tahun 2008 tentang Urusan 
Kabupaten Tasikmalaya. 

Tasikmalaya Nomor 8 
Pemerintahan Daerah 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT 
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK 
INDONESIA KABUPATEN TASIKMALAYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam system dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur 
pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, Lembaga 
Teknis Daerah, dan Kecamatan. 

7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawaia Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 

8. Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Korpri 
adalah Wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Negeri Sipil Republik 
Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pen gabdian, serta kesetiaan kepada 
cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 1945 , bersifat demokratis, mandiri, bebas , aktif, profes sional, netral, 
produktif dan bertanggung jawab. 

9. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korpri 
Kabupaten Tasikmalaya. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal2 

Dalam Peraturan Bupati ini, mengatur hal-hal sebagai berikut : 
1. Pembentukan; 
2. Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok, Fungsi, Kepegawaian dan Eselon 

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri; 
3 . Tata KeIja; 
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4. Kelompok Jabatan Fungsional; 
5. Bagan Struktur Organisasi. 

BAB III 
PEMBENTUKAN 

Pasal3 

5 

Dengan Peraturan Bupati lnl dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korpri 
Kabupaten Tasikmalaya. 

BABIV 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, KEPEGAWAIAN 

ESELON DAN SUSUNAN ORGANISASI 
Bagian Pertama 

Kedudukan 

Pasal4 

(1) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri merupakan Bagian dari Organisasi 
Perangkat Daerah, secara teknis operas ional bertanggungjawab kepada Dewan 
Pengurus Korpri dan secara teknis a dministratif bertanggungjawab kepada 
Bupa ti melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dipimpin oleh seorang Sekretaris . 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok 

Pasal5 

Sekretaria t Dewan Pengurus Korpri mempunyai tugas melaksanakan dukungan 
teknis opera sional dan administrasi pada Pengurus Korpri Kabupaten dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnnya , serta pembinaan terhada p seluruh 
un sur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri. 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasal6 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, 
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri mempunyai fungsi : 
a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umu m dan kerjasama ; 
b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan 

rohani; 
c. penyelenggaraan kegiatan u saha dan bantuan sosia1; 
d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus 

Korpri; 
e. pelaksanaan tugas 

Pengurus Korpri. 
lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua 
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Pasal 7 

Rincian tugas Sekretariat Dewan Pengurus Korpri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
"Kepegawaian dan Eselon 

Pasal8 

a. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III. b . 
b. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b. 

Bagian Kelima 
Susunan Organisasi 

Pasa19 

(1) Susunan Organisasi Sekretaria t Dewan Pengurus Korpri, terdiri dari : 
a. Sekretaris; 
b . Su b Bagian Umum dan Kerjasama; 
c. Su b Bagian Olahraga, Seni, Budaya , Mental dan Rohani; 
d. Su b Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada aya t (1) huruf 
b mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administra si umum, 
kepegawaian, keuangan dan ketjasama dengan instansi pemerintah maupun 
pihak ketiga. 

(3) Sub Bagian Olah Raga , Sen i, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana 
dimaksu d pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 
kegiatan olahraga, seni, dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental 
dan rohani. 

(4) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (I) huruf 
d mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegia tan usaha, 
meningka tkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hu kum dan 
sosial. 

(5) Bagan Struktur Organisasi Sekretaria t Dewan Pengurus Korpri d ituangkan 
dalam Bagan Struktu r Organisasi sebagaimana tercantu m dalam Lampiran 
yang merupakan Bagian tidak terpisah kan dari Peraturan Bupati ini. 

BABV 
TATA KERJA 

Pasal l 0 

Setiap pirnpinan unit organisasi dalam rnelaksanakan tugasnya wajib 
rnenerapkan prinsip koordinasi, integrasi, s inkronisasi dan sirnplipikasi secara 
vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan intern rnaupun dengan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 
rnasing-rnasing. 

Pasal 11 

Setiap pirnpinan unit organisasi wajib rnenerapkan sistem pengendalian intern di 
lingkungan masing-masing. 
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Pasal 12 

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

Pasal 13 

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan 
seeara berkala dengan tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 

Pasal 14 

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan u n it organisasi wajib melakukan 
pembinaan dan pen gawasan satuan organisasi yang dipangkunya. 

BABVI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 15 

(1) Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dapat ditetapkan jabatan f ngs ional 
terten tu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dia tur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

BAB VII 
PEMBIAYAAN 

PasaI 16 

Pembiayaan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Ta sikmalaya 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 
Tasikmalaya . 

BAB VIII 
EVALUASI 

Pasal 17 

Kelembagaan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabu paten Tasikmalaya dapat 
dievaIuasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah operasionaI. 

BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pa sal18 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, apabila terdapat peraturan yang 
mengatur hal yang sarna, die abut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal19 

Pera turan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 

pada tanggal 8 Agust-as 2012 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

~KODIR 
NIP. 196 11217 198305 1001 

Ditetapkan di Singaparna 

pada tanggal 7 AgustllS 201 2 

J UU RUZHANUL ULUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

TAHUN 20 12 NOMOR 33 
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LAMPlRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 33 Tahun 201 2 
TANGGAL : 7 Agustus 20:J!2 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

SEKRETARIAT 

f; mm m- --- - -- J ----- -- -- -iJ 
SUBBAGIAN 

UMUM DAN KERJASAMA 
SUB BAGIAN 

OLAHRAGA, SEN L 
BUDAY A, MENTAL DAN 

ROHANl 

...----,S=U=B=BA-:-:G=IAN-:-:-:---. 

USAHA, BANTUAN 
HUKUM DAN SOSIAL 

t BUPATI TASIKMALAYA, 
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